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ABSTRACK 

 

Occupational safety and health (K3) is an important aspect in industrial relations that aims to 

protect workers from the risk of accidents and occupational diseases. The problem formulation 

is (1) How is the implementation of K3 legal protection for PT. Fifafel drivers in Solok City? 

(2) What are the obstacles in its implementation? and (3) What efforts are made to overcome 

these obstacles? The type of research used is sociological juridical; the data sources used are 

primary and secondary data; data collection techniques with semi-structured interviews and 

document studies; and analyzed qualitatively. The results of the study indicate that (1) the 

implementation of K3 legal protection for PT. Fifafel drivers in Solok City is still not optimal. 

(2) The obstacles faced include a lack of PPE, K3 training is only given to new drivers, vehicle 

inspections that have not been carried out regularly, work hour arrangements that do not 

comply with the provisions of the law, and not all drivers are registered in the BPJS 

Employment program. (3) The efforts that have been made by the company to improve include 

internal supervision, accelerating driver registration with BPJS Employment, providing K3 

facilities such as PPE, and increasing the scope of K3 training so that it not only targets new 

drivers but also existing drivers through regular updates, providing regular education and 

outreach. Government support and law enforcement are also needed for K3 protection. 

 

Keywords: lLegal lprotection,  loccupational lsafety land lhealth,  ldrivers 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar lBelakang lPermasalahan 

 l l  l  l  l l l l Seorang  lpengemudi langkutan lumum 

lyang lbekerja lsecara linformal ltidak  

lmendapatkan lpelatihan lmengenai 

lkeselamatan lberkendara ldan lprosedur 

lkesehatan.  lKetika lterlibat  ldalam 

lkecelakaan,  lpengemudi ltersebut  ltidak  

ltahu lbagaimana lcara lmenangani lsituasi 

ldarurat,  lyang  lmengakibatkan lcedera  

llebih lparah.  lSituasi-situasi lseperti lini 

lmenunjukan lperlunya  lperlindungan 

lhukum lyang llebih lbaik llagi lbagi 

lpengemudi lyang  lbekerja  ldi lsektor 

                                                             

 
1 lLM lZainul ldkk, l“Analisis lBahaya 

lDan lRisiko lTerhadap lPekerjaan lMaintenance 

lMobil ldi lPT. lBelfano lNahla lUtama”, lJurnal 

linformal luntuk lmemastikan lkeselamatan 

ldan lkesehatan lmereka lterjamin lagar lhak-

hak lmereka,  lsesuai ldengan lperaturan 

lketenagakerjaan,  ldapat  ldipenuhi ldengan 

ltegas loleh lpihak lyang  lbertanggung  

ljawab.1 

 L.  Secara lumum,  lkeselamatan lkerja  

ldiartikan lsebagai lupaya  luntuk 

lmelindungi ltenaga lkerja, llingkungan 

lkerja,  lserta lmasyarakat  ldari lrisiko  

lkecelakaan ldan lpenyakit  lakibat  lkerja. 

Dalam lUndang-Undang lNomor l1 lTahun 

l1970 ltentang  lkeselamatan lkerja lyang  

lberbunyi,  lbahwa lsetiap ltenaga  lkerja  

lKeselamatan, lKesehatan lKerja ldan 

lLingkungan, lVolume lX, lNomor l2 lNovember 

l2024. 
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lberhak  lmendapat  lperlindungan latas  

lkeselamatannya  ldalam lmelakukan 

lpekerjaan luntuk lkesejahteraan lhidup ldan 

lmeningkatkan lproduksi ldan 

lproduksivitas lnasional.2
 l 

 l l l l l l l.  l.           Berdasarkan lPasal l1 layat  l(23) lUndang-

Undang lNomor l22 lTahun l2009 ltentang  

lLalu lLintas ldan lAngkutan lJalan l(UU  

lLLAJ) lberbunyi,  l“Pengemudi ladalah 

lorang lyang lmengemudikan lKendaraan 

lBermotor ldi ljalan lyang ltelah lmemiliki 

lSurat  lIzin lMengemudi”.  lDefinisi lini 

lpenting luntuk lmenjamin lkepastian 

lhukum, lkeselamatan,  ldan lketertiban 

ldalam lberlalu llintas.  lPerilaku  

lkeselamatan lberkendara lmerupakan 

lperilaku lpengemudi luntuk 

lmeminimalisir  ltingkat  lbahaya ldan 

lmemaksimalkan lkeselamatan ldalam 

lberkendara.  l 

 l l l l  lPerlindungan lhukum lkeselamatan ldan 

lkesehatan lkerja lbagi lpengemudi lmerujuk  

lpada lupaya  lhukum lyang lbertujuan luntuk 

lmenjamin lkeselamatan ldan lkesehatan 

lpengemudi l ldalam lmenjalankan 

ltugasnya. lIni lmencakup lbanyak lhal,  

ltermasuk lhak lpengemudi luntuk lbekerja  

ldalam lkondisi lyang laman,  lsehat, ldan 

lterlindungi ldari lkemungkinan 

lkecelakaan ldan lpenyakit  lakibat  lkerja.3 

lPengemudi lberhak  latas lkompensasi ldan 

lperawatan lmedis  lsesuai ldengan 

lperaturan lyang lberlaku ljika lterjadi 

lkecelakaan lkerja. lKepada ltenaga lkerja  

lyang lmendapat  lkecelakaan ldan/atau 

lmenderita lpenyakit  lkuman lakibat  

lpekerjaan,  lberhak  latas lganti lrugi 

lperawatan ldan lrehabilitasi lakibat  

lkecelakaan ldan latau lpenyakit  lakibat  

lpekerjaan,  lahli lwarisnya lberhak  

lmendapat  lganti lrugi lkerugian.4 

                                                             

              2  Yahdi Ilmansyah, “Penerapan Job Safety 

Analysis Sebagai Upaya Pencegahan Kecelakaan 

Kerja dan Perbaikan Keselamatan Kerja PT. Shell 

Indonesia”, Jurnal Program Studi Teknik Industri, 

Volume VIII, Nomor 1 Juli 2020. 
3 lNur lRofiah, l2016, l“Implementasi 

lPerlindungan lKeselamatan ldan lKesehatan lBagi 

 l l l Berdasarkan luraian ldiatas, lpenulis  

llmelakukan lpenelitian ldengan ljudul 

l“PERLINDUNGAN lHUKUM 

lKESELAMATAN lDAN  

lKESEHATAN lKERJA lBAGI 

lPENGEMUDI lPT.  lFIFAFEL  lDI 

lKOTA lSOLOK”. 

B. Rumusan lMasalah 

1. Bagaimanakah lpelaksanaan 

lperlindungan lhukum 

lkeselamatan ldan lkesehatan lkerja  

lbagi lpengemudi lPT. lFifafel ldi 

lKota lSolok? 

2. Apakah lkendala ldalam 

lpelaksanaan lperlindungan 

lhukum lkeselamatan ldan 

lkesehatan lkerja lbagi lpengemudi 

lPT. lFifafel ldi lKota lSolok? 

3. Apa lsajakah lupaya ldilakukan 

ldalam lmenghadapi lkendala  

lpelaksanaan lperlindungan 

lhukum lkeselamatan ldan 

lkesehatan lkerja lbagi lpengemudi 

lPT. lFifafel ldi lKota lSolok? 

C. Tujuan lPenelitian 

1. Untuk lmengetahui lpelaksanaan 

lperlindungan lhukum 

lkeselamatan ldan lkesehatan lkerja  

lbagi lpengemudi lPT. lFifafel. 

2. Untuk lmengetahui lkendala  lyang  

ldihadapi ldalam lupaya  

lpelaksanaan lperlindungan 

lhukum lkeselamatan ldan 

lKesehatan lkerja  lbagi lpengemudi 

lPT. lFifafel ldi lKota lSolok. 

3. Untuk lmengetahui lupaya ldalam 

lmenghadapi lkendala  ldalam 

lpelaksanaan lperlindungan 

lhukum keselamatan ldan 

lKesehatan lkerja  lbagi lpengemudi 

lPT. lFifafel ldi lKota lSolok. 

lPekerja”, lSkripsi lUniversitas lIslam lNegeri, 

lMalang, lhlm l68. 
4 lG. lKartasapoetra ldan lRience 

lIndraningsih, l1982, lPokok-Pokok lHukum 

lPerburuhan, lCet lI, lAmico l, lBandung, lhlm l43-

44. l 
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II. METODE lPENELITIAN 

       Peneliti ini menggunakan 

pendekatan hukum yuridis sosiologis, 

sumber data primer dan sekunder. 

Teknik pengumpulan data dengan 

wawancara semi terstruktur dan 

dianalisi secara kualitatif.  

 

III. HASIL lPENELITIAN lDAN  

lPEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan lperlindungan 

lhukum lkeselamatan ldan  

lkesehatan lkerja lbagi lpengemudi  

lPT. lFifafel ldi lKota lSolok 

 l l  l l l  l l lPT.  lFifafel ltelah lmelaksanakan 

lperlindungan lhukum lKeselamatan 

ldan lKesehatan lKerja l(K3) lbagi 

lpengemudi lmelalui lpenyediaan 

lAPD, lpelatihan,  lperawatan 

lkendaraan,  lserta lprogram ljaminan 

lsosial.  lPerusahaan ljuga  

lmenyesuaikan lmetode lpelatihan 

ldengan lkarakteristik lpengemudi 

lmuda  lmaupun lsenior.  lNamun,  

lperjanjian lkerja lmasih lbanyak  

lbersifat  llisan lsehingga lberpotensi 

lmenimbulkan lketidakjelasan 

lmengenai lhak ldan lkewajiban 

lpekerja.  lHasil lpenelitian 

lmenunjukkan lbahwa lmeskipun 

lfasilitas ldasar lsudah lmemadai,  

lmasih lada lkekurangan lseperti 

ldisiplin lpenerapan lprosedur 

lkeselamatan,  lketerbatasan lfasilitas  

lpendukung  l(tempat  listirahat, 

lkomunikasi),  ldan lkurangnya  

lsosialisasi lhak lpengemudi.  

lKesimpulannya,  lPT.  lFifafel lsudah 

lberupaya  lmenerapkan lK3, ltetapi 

lpelaksanaannya lperlu lditingkatkan 

lagar lperlindungan ldan lkenyamanan 

lkerja lpengemudi llebih loptimal. 

B. Kendala ldalam lpelaksanaan 

lperlindungan lhukum 

lkeselamatan ldan lkesehatan lkerja 

lbagi lpengemudi lPT.  lFifafel ldi 

lKota lSolok 

Kendala  ldalam lpelaksanaan lK3  

lyaitu: 

1. Kesadaran ldan ldisplin  

lpengemudi lrendah.  l 

2. Bahaya lpekerja ltinggi. 

3. Kurangnya lpelatihan 

lberkelanjutan. 

4. Tidak lada lperjanjian lkerja  

ltertulis. 

5. Belum ltuntasnya lBPJS  

lKetenagakerjaan.  l 

6. Kurangnya ledukasi ldan 

lkesadaran lK3. 

C. Upaya ldalam lmenghadapi 

lkendala lpelaksanaan  

lperlindungan  lhukum 

lkeselamatan ldan lkesehatan lkerja  

lbagi lpengemudi lPT. lFifafel ldi  

lKota lSolok 

Terdapat lbeberapa lupaya ldalam 

lmenghadapi lpelaksanaan 

lperlindungan lhukum lK3 lbagi 

lpengemudi,  lyaitu: 

1. Upaya  lpreventif,  lmenyediakan 

lAPD, lpemeriksaan lkendaraan,  

lpelatihan lrutin,  lpengaturan ljam 

lkerja, ledukasi lberkelanjutan,  

lperbaikan lfasilitas,  lserta lkerja  

lsama ldengan linstansi 

lpemerintah. 

2. Upaya lRepresif,  lmemberi lsanksi 

lbertahap  lpada lpelanggaran,  

lmekanisme lpelaporan linsiden,  

levaluasi lrutin lkebijakan lK3. 

 

IV. PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan lhasil lpenelitian lmaka  

ldapat  ldisimpulkan lsebagai lberikut: 

1. Pelaksanaan lperlindungan 

lhukum lK3 lbagi lpengemudi lPT. 

lFifafel lKota lSolok lbelum 

loptimal.  lBeberapa laspek lpenting  

lseperti lAPD, lpemeliharaan 

lkendaraan,  ldan lpengaturan ljam 

lkerja lbelum lditerapkan ldengan 

lbaik. lPendaftaran lBPJS  

lKetenagakerjaan ljuga lmasih  
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ldalam lproses,  lsehingga  

lperlindungan lsosial lbelum 

lmenyeluruh. 

2. Kendala lpelaksanaan 

lperlindungan lhukum lK3  lmeliputi 

lrendahnya  lkepatuhan lterhadap  

lperaturan,  lketerbatasan lfasilitas,  

ldan lminimnya  lkesadaran 

lperusahaan lserta lpengemudi.  

lLambannya ladministrasi ldan 

lkurangnya lpengawasan linstansi 

lterkait  lturut lmenghambat  

lefektivitas lpelaksanaan lK3. 

3. Upaya  lmengatasi lkendala lK3  

ldilakukan lmelalui lpenyediaan 

lAPD, lpengaturan ljam lkerja,  

lpelatihan,  lpemeriksaan 

lkendaraan,  lpercepatan lBPJS,  

lsanksi lpelanggaran,  lforum lrutin 

lpengemudi, ldan lkerja lsama  

ldengan lpemerintah. 

B. Saran 

1. PT.  lFifafel lsebaiknya lsegera  

lmenyelesaikan lproses  

lpendaftaran lseluruh lpengemudi 

lke ldalam lprogram lBPJS  

lKetenagakerjaan,  lagar lmereka  

lmemperoleh lperlindungan lsosial 

lyang lmemadai,  lterutama ldalam 

lmenghadapi lrisiko  lkecelakaan 

lkerja ldan lmasalah lkesehatan 

lyang  lberkaitan ldengan 

lpekerjaan. 

2. PT. lFifafel lperlu lmeningkatkan 

lpenerapan lkeselamatan ldan 

lkesehatan lkerja l(K3) ldengan 

lmemastikan ltersedianya lalat  

lpelindung  ldiri l(APD),  

lmelakukan lpemeliharaan 

lkendaraan lsecara lberkala, lserta 

lmengatur ljam lkerja lpengemudi 

lsesuai lketentuan,  lguna  

lmengurangi lrisiko  lkecelakaan 

lakibat  lkelelahan latau lkelalaian 

lteknis. 

3. Sebaiknya lPT.  lFifafel lmembuat  

lperjanjian lkerja lsecara ltertulis  

ldengan lseluruh lpengemudi,  lyang  

lmencakup lhak ldan lkewajiban 

lkedua lbelah lpihak, ltermasuk  

laspek  lK3 ldan ljaminan lsosial,  lagar  

lterdapat  lkepastian lhukum ldan 

lmencegah lpotensi lperselisihan ldi 

lkemudian lhari. 
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